
 

 

SALINAN

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/204/KUM/2026 
TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/335/KUM/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA 
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN 

PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMERINTAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Camat Sungai 

Raya Nomor 900.1.10/15/Kec.SR tanggal 2 Juni 2026 
perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran maka 

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
100.3.3.2/335/KUM/2025 tentang Penunjukan 

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 
Bendaharan Penerimaan Pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 100.3.3.2/156/KUM/2026 tentang Perubahan 
Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 

100.3.3.2/335/KUM/2025 tentang Penunjukan 
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 
Bendaharan Penerimaan Pembantu, dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan 
Bupati Nomor 100.3.3.2/335/KUM/2025 tentang 
Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
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Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6267); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
10. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.1/9949/Keuda tanggal 15 Desember 2025 hal 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanjar Daerah  Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 

Nomor 11); 
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 

2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
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Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2026 Nomor 15); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 100.3.3.2/156/KUM/2026 tentang Perubahan Kelima 
Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/335/KUM/2025 

tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara 
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Lampiran 
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 

100.3.3.2/156/KUM/2026 tentang Perubahan Kelima Atas 
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/335/KUM/2025 tentang 

Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  
                                                                 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 8 Juni 2026 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

   ttd.  
 

SYAFRUDIN NOOR 
 
 

Tembusan: 
1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

2. Kepala Cabang Kandangan PT. BPD Kalsel 
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai 

4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
 
 


